Meni nbang:

Mengi ngat :

LEVMBARAN DAERAH

PROPI NSI NUSA TENGGARA Tl MR
TAHUN 2000 NOMCR 345 SERI B4 NOMCR 345

PERATURAN DAERAH

PRCPI NSI' NUSA TENGGARA TI MJUR ( PERDA NTT)

NOMCR 7 TAHUN 2000 ( 7/ 2000)
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PRCPI NS
DAERAH TI NGKAT | NUSA TENGGEARA TI MUR
NOVCR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRI BUS

PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TI MUR,

bahwa perkenbangan kondi si Sosial Ekonom yang
terus nmeni ngkat , maka tarif pel ayanan
kesehat an perlu di sesuai kan dengan
per kenbangan yang ada,

bahwa tuntutan nasyarakat akan nutu pel ayanan
RSUD PRCF.Dr.WZ. HOHANNES  Kupang perlu
di i nbangi dengan fasilitas pel ayanan kesehat an
yang nenadai

bahwa sehubungan dengan itu naka perlu
nmenet apkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa
Tenggar a Ti nur t ent ang Per ubahan At as
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Nusa tenggara Timur Nonor 10 Tahun 1998
tentang Retribusi pel ayanan Kesehat an.

Undang- undang Nonmor 64 Tahun 1958 tentang
penbent ukan Daer ah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara  Barat dan Nusa Tenggara Tinur
(Lenbaran Negara Tahun 1958 Nonmor 115,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1649);

Undang- undang Nonor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lenbaran Negara Tahun 1981 Nonor
76, Tanmbahan | enbaran Negara Nonor 3209);
Undang-undang Nonmor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehat an (Lenbaran Negara Tahun 1992 Nonor
13, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3685);
Undang-undang Nonmor 18 Tahun 1997 tentang
Paj ak Daerah dan Retribusi Daerah (Lenbaran
Negara Tahun 1997 Nonor 41, Tanbahan | enbaran
Negara Nonor 3685);

Undang-undang Nonmor 22 Tahun 1999 tentang
Penerintahan Daerah (Lenbaran Negara Tahun
1999)hbnor 60, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3839);

Peraturan Penerintah Nonmor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan, Per t anggungj awaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah (Lenbaran Negara
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Tahun 1975 Nonor 5);

7. Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah (Lenbaran Negara
Tahun 1997 Nonor 55, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonor 3692) ;

8. Keput usan Presiden Nonmor 44 Tahun 1999 tentang
Tekni k  Penyusunan Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Penerintah dan Keputusan
Presi den;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 7 Tahun
1997 tentang Pengel ol aan Bar ang- barang Daer ah;

10. Keputusan Ment eri Kesehat an Nonor
031/ ber hub/ 1972 tentang Rumah  Sakit-Runmah
Sakit Penerintah;

11. Keputusan Ment eri Kesehat an Nonor
582/ Menkes/ SK/ VI /1997 tentang Pola Tarif Rumah
Sakit Penerintah;

12. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nonor 174 Tahun
1997 tentang Pedonan Tata Cara Penungutan
Retri busi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nonor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Peneri ksaan di Bidang
Retri busi Daer ah;

14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dal am Neger i Nonor
883/ MenKes/ SKB/ VI 11/ 1998, 06. 446- 915 Tahun
1999 tentang Tarif dan Tatal aksana Pel ayanan
Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum
Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi
Kesehat an | ndonesi a dan Anggot a Kel uar ganya;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonor 974.63-
858 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara
Timur Nonmor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi
Penguji an Kendaraan Bernotor, Nonmor 7 Tahun
1998 tentang Retribusi Iljin Trayek, Nonor 8
Tahun 1998 t ent ang Ret ri busi Pemakai an
Kekayaan Daerah, MNonor 9 Tahun 1998 tentang
Retri busi Penjual an Produksi Usaha Daerah dan
Nonor 10 t ent ang Retri busi Pel ayanan
Kesehat an;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Nusa Tenggara Timur Nonor 10 Tahun 1998
t ent ang Ret ri busi Pel ayanan Kesehat an
(Tanbahan Lenbaran Daerah Nonor 07 Tahun 1998,
Seri B Nonor 07);

17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Ti nmur
Nonor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan
Per at ur an Daerah dan Keputusan Qubernur.

Dengan Per set uj uan

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH PROPI NSI
NUSA TENGGARA TI MUR
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MVEMUTUSKAN:

Menet apkan: PERATURAN DAERAH PRCPINSI  NUSA TENGGARA TI MR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PRCPI NS
DAERAH TI N&KAT | NUSA TENGGARA TI MUR NOMCR 10 TAHUN
1998 TENTANG RETR BUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal |

(1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Ti nur
Nonor 10 Tahun 1998 tentang Retri busi Pel ayanan Kesehatan yang
di syahkan ol eh Menteri Dalam Negeri Nonor 974.63-858 tanggal
10 Agustus 1999 dan di undangkan dal am Lenbaran Daer ah Propi nsi
Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Timur Tahun 1998 Nonor 07
di ubah dan harus di baca sebagai berikut:
1. Pada BAB | Pasal 1 butir a, b dan c diubah dan harus

di baca sebagai beri kut:

a. Daerah adal ah Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur.

b. Penerintah Daerah adalah Penerintah Propinsi Nusa
Tenggara Ti nur.

C. Quber nur adal ah Qubernur Nusa Tenggara Ti nur.

2. Pada BAB VI Pasal 9 Peraturan Daerah ini diubah dan
har us di baca sebagai beri kut:

Struktur dan besarnya retribusi adal ah sebagai beri kut:

(2) Tarif sebagainmana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 2
Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan oleh Qubernur setiap
akhir tahun dengan persetujuan Dewan Perwakil an Rakyat Daerah
Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur.

Pasal |1
Peraturan Daerah ini nulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Daerah
Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur.

Dt et apkan di Kupang
pada tanggal 7 Desenber 2000
GUBERNUR NUSA TENGGARA TI MUR

CAP TTD

Pl ET ALEXANDER TALLO, SH
D undangkan di Kupang
pada tanggal 7 Desenber 2000
SEKRETARI S DAERAH PRCPI NS
NUSA TENGGARA TI MUR,

CAP TTD
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DRS. TH M HERVANUS
PEMBI NA UTAMA NMADYA
NI P. 010 054 028

LEMBARAN DAERAH PRCPI NSI' NUSA TENGGARA TI MUR
TAHUN 2000 NOMCR 345 SERI B4 NOMCR 345

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPI NSI'  NUSA TENGGARA Tl MR
NOMCR 7 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PRCPI NS
DAERAH TI NGKAT | NUSA TENGGARA TI MUR
NOMCR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRI BUS
PELAYANAN KESEHATAN

l. PENJELASAN UMUM

Bahwa Rumah Sakit Unum Daerah Prof. D. WZ.  Johannes
mer upakan Rumah Sakit mlik Penerintah Daerah Nusa tenggara
Timur yang dal am pel ayanannya berfungsi sebagai Rumah Sakit
Ruj ukan maupun nel ayani nasyarakat Kota Kupang yang | angsung
dat ang untuk dilayani tanpa nelalui rujukan. Selain itu Rumah
Sakit juga dipersiapkan untuk pelayanan yang bernmutu sesua
standar pel ayanan nasing-nmasing bagian dalam Rumah Sakit
nmel al ui Akreditasi Rumah sakit.

Bahwa dal am penyel enggaraan Rumah Sakit saat ini sering
terjadi fluktuasi ekonom berupa kenaikan biaya konponen
penunj ang sarana dan prasarana Rumah Sakit terutanma biaya
listrik, air, telpon, bahan makanan, kenaikan harga bahan
kamar operasi, anasthesi, bahan baku obat, bahan | aboratorium

dan radiologi, maka di pandang perlu untuk dilakukan
penyesuai an tarif (Retribusi Pelayanan Kesehat an).

Prinsip Perubahan atau penyesuaian tarif ini ialah untuk
menber | akukan tarif yang riil namun bersifat fleksibel untuk
nmenganti sipasi fluktuasi yang bisa terjadi dengan tetap
menper hat i kan keadaan sosi al ekonom masyar akat dan

kesej aht eraan karyawan yang nerata sesuai profesionalisne.

Sebagai produsen, tarif Rumah Sakit ini diharapkan dapat
nmenyel enggar akan kegi atan pel ayanan yang optinmal bagi pasien
sebagai konsumen dan dapat newjudkan Rumah Sakit yang

mandiri .
Untuk itu, prinsip dasar dalam nenetapkan perubahan atas
penyesuaian tarif ini ialah didasarkan pada Dbeberapa

pertinbangan yaitu sikap dan suasana gotong royong secara
terus nmenerus dengan cara pasien yang |ebih manpu nenbantu
pasi en yang berpenghasilan rendah serta penberlakuan Rumah
sakit Umum Daerah dengan nenberi kesenpatan kepada senua war ga
negara untuk nenperol eh pel ayanan kesehat an.

Sehubungan dengan itu, naka perlu nenetapkan Peraturan Daerah
Propi nsi Nusa Tenggara Tinur tentang Perubahan atas Peraturan
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Daerah Propi nsi daerah Tingkat | Nusa Tenggara Tinmur Nonor 10
tahun 1998 tentang Retri busi pel ayanan kesehat an.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL
Pasal | ayat (1) butir 1: CQukup jelas.
Pasal | ayat (1) butir 2:Struktur dan besarnya retri busi

A RAWAT JALAN:
1. Retri busi tersebut belum termasuk obat-obatan yang
di resapkan dokter penberi pelayanan Penunjang Medi k
| ai nnya. Pel ayanan Rehabilitasi MediKk.
B. RAWAT DARURAT:

1 Bahan dan A at standar tidak ternasuk bahan, al at
dan obat yang diresepkan.

2. Peneri ksaan fisik tanpa tindakan berupa peneriksaan
fisik sanpai penberian resep tanpa tindakan

3. Peneri ksaan fisik dengan tindakan non bedah berupa
perneri ksaan fisik, penberian suntikan, |ive saving,
i nfus dan penberian resep.

4. Peneri ksaan fisik dengan tindakan bedah ringan

berupa tindakan heacting maksinmal 5 jahitan
jahitan selanjutnya dihitung sesuai retribusi
ti ndakan nedi k non operasi kelas II.

C PELAYANAN G G DAN MULUT:

1. Untuk  tindakan  Kkhusus, Rumah  Sakit/ | nstal asi
Farmasi tidak nenyediakan bahan yang dibutuhkan
karena dal am Pengerjaannya dikirim ke Laboratorium
Tehnik G gi diluar Nusa Tenggara Ti nur.

2. Bahan dan j asa Tehni ker yang di pungut neli puti:

- Bahan yang terpakai di |aboratorium
- Jasa Laborat ori uni Tehni ker
- Jasa Pengiri man

3. Har ga t er sebut sewakt u- wakt u bi sa ber ubah
ber dasarkan ada/tidaknya kenaikan bahan dan/atau
kenai kan jasa Laboratorium

4. Besarnya bahan dan jasa tehniker dipisahkan
tersendiri atau di kel uar kan segera setel ah
penderita nenbayar | unas.

5. Pemakai an bahan, alat, obat pada setiap tindakan
sederhana, sedang, besar, khusus vyang dinilai
nmel ewat i harga bahan dan alat standard naka
di r esepkan unt uk di bayar.

6. Gbat suntik dan jarum suntik disposible diresepkan

sesuai penakai an.
D. RAWAT | NAP
1. Retribusi rawat inap seperti tersebut di atas tidak
termasuk biaya obat-obatan, tindakan nedik dan
terapi maupun penunj ang nedi k.
2. Retribusi Rawat |nap Bayi :
-Rawat Gabung, sanma dengan retribusi rawat inap
i bu.
- Rawat Pisah (Kamar Bayi), retribusi 1,5 kali
retribusi rawat inap ibu.
3. Retribusi rawat sehari (one day care) ditetapkan
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dengan retribusi perawatan kelas II.

4. Retribusi perawatan di rumah (honme care) adal ah
asuhan keperawatan di rumah pasien dan ditetapkan
dengan retribusi perawatan kelas II.

5. Retri busi Jasa pelayanan (visite) bisa |ebih dari
satu kali dalam sehari. Visite di luar jam kerja
atas indikasi penyakitnya atau atas perm ntaan
penderita sendiri dan atau keluarga dikenakan
retribusi tanbahan sebesar 1,5 kali dari retribus
j asa pel ayanan (visite) yang ditetapkan.

E. RADI OLCQA :

Pel ayanan cito di kenakan tanbahan retribusi 25%dari retribusi
yang di t et apkan

F. LABCRATORI UM
Pel ayanan cito di kenakan tanbahan retribusi 25% dari
retribusi yang ditetapkan.

G REHABI LI TASI MEDI K:

1. Ruj ukan Puskesnas, Rumah Saki t perneri nt ah,
retribusi sama dengan pasien rawat inap Kelas II1A

2. Ruj ukan Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter Swasta
dan datang sendiri, retribusi sama dengan pasien

rawat inap Kelas I1I.
H PELAYANAN MEDI K DAN TERAPI
1. Pel ayanan Medi k dan Terapi dil akukan ol eh Dokter.

2. pel ayanan G to di kenakan tanbahan retribusi 25%
dari tindakan sejenis.
l. CPERASI .

1. Retribusi tindakan Operasi tidak terencana (G to)
di Instalasi Rawat Darurat, Instalasi bedah sentra
atau ruang rawat inap di kenakan tanbahan retribusi
sebsar 25%dari retribusi tindakan operasi sejenis.

2. retribusi operasi dengan penyulit di Instalas
Rawat dar ur at atau kamar  Qperasi, di kenakan
tanbahan retribusi sebesar 25% dari retribusi
ti ndakan operasi sejenis.

3. Bahan dan al at tidak termasuk yang dapat

di resepkan. M salnya: obat anesthesi, benang dan
[ ai n-1ain.
J. PERSALI NAN.
1. Per sal i nan Nor nal
- Resusitasi bayi oleh dokter bagian anak jika
di kehendaki ol eh  pasi en, maka  di kenakan

retribusi 30%dari jasa pel ayanan.

- Bahan dan alat tidak termasuk yang dapat
di resepkan msalnya benang, obat dan alat
suntik dan |ain-1lain.

- Per sal i nan yang di t ol ong bi dan j asa
pel ayanannya di beri kan kepada bidan secara
kol ekti f.
2. Per sal i nan Pervagi nam dengan Ti ndakan.
- retribusi pelayanan persalinan tidak terencana
(acut/cito) di kenakan retribusi t anbahan

sebesar 25%dari retribusi tindakan sejenis.
- Per sal i nan pervagi nam dengan tindakan harus
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Pasal

Pasal

di | akukan ol eh dokter dan bayi diresusitasi
ol eh dokter bagi an anak.
- Cur et age termasuk operasi m nor/kecil.
- Bahan dan alat tidak termasuk yang bisa
di resepkan msalnya benang, obat dan alat
sunti k dan bahan anest hesi .
PELAYANAN PATOLOGE ANATOM :
Bahan dan alat tidak termasuk yang bisa diresepkan
m sal nya al at suntik danl ai n-1Iain.

KONSULTASI :

1. Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Darurat
konsul tasi dihitung dengan Retribusi kelas II.

2. Retribusi rawat inap sesuai dengan retribusi yang
di t ent ukan

PELAYANAN FARNASI

Har ga bahan, alat dan obat (Perbekal an Farmasi) tersebut

sesuai harga faktur terakhir.

PENUNGGEU PASI EN.

Tarif ini hanya berlaku untuk penunggu pasien |ebih dari

1 orang, kecuali dal am keadaan gawat .

KENDARAAN JENAZAH.

1. Untuk 10 km berikutnya klaim bahan bakar ke Bag
per | engkapan sesuai penakai an.

2. Ret ri busi Penyeberangan Kendaraan jenazah

KAVAR JENAZAH DAN PERAWATAN JENAZAH.

Bahan dan alat tidak termasuk formalin, kapas dan |ain-

| ain,

I
ayat (1) butir 2:Terhadap Pasal 9 ayat (2) yang di naksud

dengan persetujuan DPRD adal ah bahwa
dal am penet apan tarif yang
di t et apkan ol eh  Quber nur har us
dengan perti nbangan Tim yang
nmel i bat kan kom si  Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur terkait.

[ I Cukup j el as.
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